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Menimbang @ a. bahWa Pemil uhan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia,

' jujur, dan adil merupakan sarana gerwugudan kedaulatan rakyat
guna - menghasitkan pemerzmahan negara yang demokratis -
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Repubhk indonesia Tahun 1945, vang dapat ferwujud apabila
dilaksanakan ~oleh penyelenggara Pemilhan Umum yang
mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas;

b. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
mengatur -mengenai pslanggaran pidana Pemilihan Umum,
sshingga diperlukan tata cara dalam penyelesaian terjadinya
pelanggaran pidana Pemilihan Umum sebagai pedoman bagi
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam
melaksanakan penegakan hukum pelaksanaan Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud dalam
huruf  a dan huruf b, perlu menelapkan Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyidikan
Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Parwakilan Rakyat
Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Megara Republik indonesia {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Momor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor £168);

2. Undang-Undang Momor 22 Tahun 2007  tentang
Panyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Repubiik
indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4720);

3. Undang-Undang .....



3. -Undang Undang Nom@g 2 Tahun 20@8 iemang Partai Pa fitik
{Lembaran Negar& Repubkk indonesia. Tahun 2008 Nomer 2,
'Tam%aahan i..embai‘aﬁ N@gae‘a Repubésk mdmassa %@m@; 4801);

4. Undang—ﬁmﬂaﬂg Nmmﬁr 1@ Tahun 2@@8 temang Pemﬁxhan _
e Umum. Anggota Dewan Fenﬁakulan Rakyat, Dewan Perwakilan -

-Daerah;: De

- Negara Republik Indonesia Nomor 4836),

5. Kepuiusan Pressden Namog ?@ Tahuﬁ 2002 %entang Of’gan sasi -

dan Tata Ke?ja Kepai;s&aﬂ Negara Republik 5nd0n65§a

6. Pem‘mf&n K@ma %fcmzsa Pemlhhan Umum Nomor 20 Tahun 2008

tentang Tahapan, Program dan Jadwal wakiu Pemilu 2009 bagi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daefai'l

MEMUTUSKA N .

.'Meﬂetapkan . PERATURAN KEPALA KEPCLISIAN NEGARA REPUBLIK

INDONESIA TENTANG - TATA CARA PEMYIDIKS
PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
BAB |
KETENTUAN UMUR

Pasal 1

Daiam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemilihan Umum vang selanjulnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adit dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia vang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1845,

Undang-Undang Pemilu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilah Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan
Daerah (OPD) dan Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD).

emilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Pemilu untuk memilin anggota
EPR DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara
Xesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dagar Negara Republik indonesia Tahun 19845,

Komisi Pemilihan Umum vang selaniutnya disingkat KPU adalah lembaga
penvelenggara Pemiiu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
5 KPU ...

wan: Perwakilan  Rakyat Daerah: (L@mbaraﬁ Negas'a i
:Repubiak Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tam@a;han i.em%aran et
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KPU - Provinsi daﬂ KPU %(abupaten!%(ma aﬁa%a%*a penyelenggam Pemi!u di
o Prwmsa dan Kabupateni%{ota R : _

2 Badan ?engawas Perm%u yang: seian;uftnya dlsmgkat ﬁawasau ada&ah badan
_yang bertugas mengawasi peny‘aéenggaraan Peml%u di seiumh wdayah Negara i
-Kesaman Regaubﬂk mdmesm A ER)

. _'.‘Paﬁi‘éua Pengawas Pemﬂu vams% daﬂ Panma Pengawas Pemaiu Kabupa‘ienf
Kota vang seEanjmﬁya ﬁasmgkat Panwasﬂu vamsg dan Panwaslu Kabupa‘iaﬂ! S

Kota ‘adalah " panitia - yang " ‘dibentuk - oleh  Bawasiu ‘untuk mengawasg
'penye eﬂggamaﬂ Pemgiu di wa!ayah Pr@vmsz dan %éabupaieni&(@ta

Pamiua Pengawas Pemﬁ!u Kecamatan yang %iama’éﬁya dasmgk&i Panwasiu

'Kecama%an adalah pamﬁaa yang dibentuk oleh Panwaslu- %(ampateﬁim‘ia unfuk - :

mengawasn ﬁenyekanggaman Pemﬁu di ws!ayah Ke@amatan

Peﬂgawas Pemilu Lapangaﬂ ada%ah petugas vang dibeniuk oleh Panwasiu
kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa/kelurahan.

Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah peiugas yang dibentuk oleh Bawaslu
untuk mengawasi penyaienggaraan Pemilu di luar negeri.

Laporan pelanggaran Pemilu adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh
seorangflebih, Warga Negara indonesia yang mempunyai hak pilih, Pemantau
Pemilu dan/atau peseria Pemilu karena hak dan kewajibannya berdasarkan
Undang-Undang kepada Pengawas Pemilt tentang telah, sedang, atau diduga
akan terjadi pelanggaran Administrasi Pemilu dan Pelanggaran Pidana Pemilu.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik daiam hal dan menurut cara
yang diatur dalam Undang-Undang uniuk mencari dan mengumpulkan bulkdi
yang dengan bukii itu membuat terang tentang pelanggaran pidana Pemilu yang
ferjadi guna menemukan tersangkanya.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan
menemukan suatu perisliwa yang diduga sebagai pelanggaran pidana Pemiiu
guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang
diatur dalam Undang-Undang.

Penyidik adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang untuk melakukan penvidikan pelanggaran pidana Pemilu.

Senfra Penegakan Hukum Terpadu vyang selaniuinya disingkat Sentra
Gaklumdu adalah forum yang dibentuk dengan beranggotakan Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Bawaslu/Panwasly, guna
memperlancar penvelesaian pelanggaran pidana Pemilu.

Fasal 2

Peraturan Kapolri ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi Penvidik dalam
melaksanakan penyidikan pelanggaran pidana Pemilu.

{2) Tujuan .....




.Tuguan penyusunan Pe?a‘%uran Kapoﬁﬂ ini agar pa&‘a Peny dak memal éﬁ p@%amaaﬂ_':.f_-'f':.f_
persepsi -dan kesatuan tindak dalam: menaﬁgam pelanggaran pidana Pemilu, -
: .:;sehmgga se%aap gaeﬂanggaran psdana Pemaiu yang. tergadl dapaﬁ dlsadak deﬂgaﬁ e

Paaa% 3

.Z’;-;-;Asas—asas da da am @eiak@anaaﬁ Pe{aiumn %iapa%n am mehpu‘tn asas o

' legalitas, vaitu’ setzap imdakan senanfsaasa mendasars peraﬁuran p@mndaﬁg-_ff_-_jj"_:--”'--"
--undangaﬂ . : i

'k@pas*‘saﬂ hukum yama seﬁsap ianﬁakaﬂ eégiakukan un‘mk menjamin aegaknya_._f.If_’."::_

hukum dan keadilan;

kepen‘%mgan umum, yaitu se‘isap iﬂdakan wajlb mencﬁahu%ukaﬁ kepentingan

umum

ketemaduan yaitu se%aap tindakan dilakukan meﬂa!w kerja sama, koordinasi dan
sinergi antara unsur-unsur yang dilibatkan dalam setaap kegiatan;

akuntabilitas, yaitu sefi ap findakan dapat égpeﬁanggung;awabkan secara rasional
dan terukur dengan jelas;

%ranspamnsz yaitu Sein_a;p tindakan dilakukan dengan memperhatikan asas
keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak yang berkepentingan;

efekiivitas dan efisiensi wakiu penyidikan, yaitu dalam proses penyidikan semua
pihak harus menjunjung tinggi efekiivitas wakiu sesuasi dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasai 4

Ruang lingkup Peraturan Kapolri ini meliputi;

a.
D.

C.

persyaratan penyidik pelanggaran pidana Pemily;
petanggaran pidana Pemily; dan
mekanisme pelaksanaan penvidikan pelanggaran pidana Permilu.

BABH

TAN PENYIDIK PELANGGARAN PIDANA PER

PERSYARA

Pasal 5

Parsyaratan Penyidik yang tergabung di dalam satuanfunit penyidikan pelanggaran
pidana Pemiiu, antara lain:

a.
.

bertugas pada fungsi reserse kriminal;

mempunyai mental dan dedikasi vang tinggi, ulst, akiif, dan penuh tanggung
jawab;
c. Menguasai .....




"fs.". -menguasas ‘dan memahami mramran @erundang undangaﬂ yang ﬁae?kaaian
- dengan pel aksaman Pemsiu .

'_d, ' 'm@msﬁm k@mampuan e'ﬁan pengaiaman d§ badaﬂg @enyzﬁikaﬁ perkara p:dana dan
~mahir melakukan p@mb@r&asaﬂ perkafa sefta meﬂguasau admmns%ras& penyndnkan
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Bagian Kesa&;u
Bentuk Pelanggaran Pemilu

Pasal6

{1} Pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilu, dapat berupa :
a. pelanggaran administrasi Pemilu;
b. pelanggaran pidana Pemilu.

(2} Pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunif a
adalah pelanggaran terhadap keientuan Undang-Undang Pemilu yang bukan
merupakan pidana Pemilu.

(3) Pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diselesaikan oleh KPU.

(4) Pelanggaran pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

a. pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 13, Pasal 18 ayat
(3), Pasal 36 ayat (6), Pasal 37 ayat (2), Pasal 43 ayat (5), Pasal 49 ayat
{2), Pasal 80 ayat (3), Pasal 83, Pasal 70 ayat (3), Pasal 73, Pasal 82,
Pasal 84 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i, Pasal 84 ayat (2) sampai
dengan ayat (5), Pasal 87, Pasal 107, Pasal 123 avat (1), Pasal 131 ayat
(1) dan ayat (2), Pasal 133 ayat (1) dan {2}, Pasal 134, Pasal 135 ayat (1)
dan ayat (2), Pasal 139, Pasal 145 ayat (2) sampai dengan ayat (4), Pasal
146 ayat (1) , Pasal 154 avat (3), Pasal 155 ayat (2), Pasal 156 ayat (2),
Pasal 180 ayat () sampai dengan ayat {6}, Pasal 181, Pasal 199 ayat (2),
Pasal 220 ayat (2), Pasal 257 ayat (2) Undang-Undang Pemiiu; danfatau

=2

ketentuan pidana Pemilu vang distur dalam Pasal 260 sampal dengan
Pasal 311 Undang- Uﬂdang Farmilu.

{8) Unsur-unsur pelanggaran pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada avat (4)
tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.



(1)

Eﬁgiéﬁ}%éﬁm | -
Laporan @@sa@ggamn Pndam Pemily

?asai 7

---Pé§r§ ‘menerima laporan peianggae'aﬁ psdaha .'?P@mﬁis .dﬁ'aﬁ Bm’agiu Eﬁaﬁwasiuf-r-;"_’ S
- Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwasiu. Kecamatan, Pengawas Pemily
a _'{Lapangaﬂ dan Pengawas Pems!u Luaf Negeﬂ meE Eus Senira Gak%mmdu

g :peneramaan %amaran sebagaamana dﬁmaksud paﬁa ayat {1), dicaiat ﬁaiam buku s

%’@ggst@r Polri tersendiri.

: Lapm’an se%agaamana damaksud nada ayat (1) disampaikan secara feriulis, paling
- sedikit memust

a. nama dan alamat pelapor,;

b pihak terlapor;

c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
d uraian kejadian.

Bagian Ketiga
Penvidikan Pslanggaran Pidana Pemilu

Pasal 8

Penanganan laporan pelanggaran pidana Pemilu dilakukan dengan langkah-
langkah sebagai berikut:

a. seteiah menerima laporan dari Bawsaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten /Kota, Panwasiu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan
Pengawas Pemilu Luar Negeri sesual dengan wilayah kerja, Sentra
Gakkumdu melakukan penelitian, melipuii:

1. kelengkapan administrasi laporan, antara lain:

a) keabsahan laporan aniara lain  format yang digunakan,
tanda tangan, stempel, tanggal wakiu penomoran;

b} kompetensi pengawas pemilu meneruskan laporan;
c) kejelasan tulisan/pengetikan;

2. materi/isi laporan, meliputi:

aj memuat dengan jelas identitas dan alamat pelapor, saksi,
tersangka, tempat, wakiu, Tempat Kejadian Perkara (TKP)

g o4 oy o gy oo o vt

P T T
dan data tentar k] Darar 30 DR,

b) memuai uraian ksjadian dan menjelaskan unsur-unsur
pidana sesual dengan kejadian vang dilaporkan;

<) tenggang wakiu laporannya tidak lebih dari 5 {lima) hari.

b. setelah .....



b setelah dn%a%«ukaﬁ - @@neim&ﬁ ‘secara admams&rasn dan mai:en %aperaﬁ:_'_-j-.".'.'"_-'-_-' |
. memenuhi unsur. pidana, laporan- tersebut: ﬁagat diterima dan dicatat dalam ..
- buku register perkara dan kepada %awasiw@anwas&u diberikan Sura%f’f"-””

Taﬂéa Peneﬂmaan Lap@mﬂ

e .'apabzla bemasaﬁﬁan ‘hasil. penelitian, §ap@ran iessehu% beium lengkap a‘iau}i .
_-bukan.merupakan kompeieﬁs% pelapor atau: Pengawas Pemilu atau tmdak:---_.'-;_-_:;:__j_

) - memenuhi unsur pidana, maka dikembalikan kepada Bawasiu/Panwasiu

. ;.__dengam memﬁfeﬂkan a%asan dan pen;e%asan pengembahan §ap0ran dan_é} .

| ;'d,__ Sapomﬂ yang: aeaah dﬁ%eﬂma seisagaamana damaksud pada hum‘ c, segera.
diserahkan kepada Tim Penyidik pelanggaran pie:éaﬂa Pemilu pada Sentra.

@

(3

Gakkumdu unwk dﬁemﬁkan Lag@@ran P@?asa

'Penyaﬁ%k peianggaran pidana Pemily, seteéah mampelajan dan mendiskusikan

ientang laporan vang diterima, segera menentukan apakah pelanggaran Pemilu

yang dilaporkan merupakan:

a. pelanggaran terhadap keteniuan pidana sebagaimana diteniukan dalam
Pasal 260 sampai dengan Pasal 311 Undang-Undang Pemilu;

b. gabungan pelanggaran pidana Pemilu dengan tindak pidana lainnya.

Dalam hal gabungan pslanggaran pidana Pemilu dengan tindak pidana lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penyidikannya dilakukan dengan
mendahulukan pelanggaran pidana Pemilu yang dilakukan oleh Tim Penyidik
pelanggaran pidana Pemilu, sedangkan tindak pidana lain disidik oleh Penyidik
Reskrim di luar Tim Penyidik pelanggaran pidana Pemilu sesuai dengan Hukum
Acara Pidana dengan pemberkasan terpisah/splifzing.

Pasal ¢

Pelaksanaan proses penvidikan pelanggaran pidana Pemilu dan penyerahan
berkas perkara dilakukan sesuai kelentuan Undang-Undang Pemilu dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. dalam melaksanakan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi atau
tersangka, harus memperhatikan fakior kecespatan dan ketepatan walkty,
antara lain aklif mendatangl para saksi maupun tersangka dan melakukan
nemeriksaan di tempat;

B. apabila situasinya tidak memungkinkan (fakior keamanan dan dampak
vang ditimbulkan), terhadap {ersangka pelanggaran pidana Pemilu
walaupun memenuhi svaral untuk dilakukan penahanan, tindakan
penahanan tidak perlu dilakukan;

. untuk kelancaran proses penyidikan agar dilakukan koordinasi dengan
unsur Criminal Justice Systern {CJS8) setempat dan sebslum pelaksanaan
Pemilu diupayakan sudah ada kesepakatan bersama antar unsur CJS
fentang mekanisme dan prosedur penanganan pelanggaran pidana Pemilu;

d. barang .....



cods o bamng bukdi, sug}aya dspehhara dan dr&empaﬁ%san gaacﬁa %emg:)ai:} .
o _-__.terientu!khusus ‘penyimpanan baraﬂg bkt p@iaﬂggaran psdana Pemilu, -
- sehingga memudahkan pada saat dibutuhkan oéeh penygdgk maupun daiam Lo
: ﬂ'angka peny@rahannya kepaéa penumw umum L S

= ?é_.__'_.."_j__uni:uéﬁ mempemepat pmses penyid!kaﬂ agaf gaa;‘a Peny;@;k mempeﬁomanz:-;ff.';___ff;.f_ S
el Pasaﬂ 183 KUHAP %em:aﬁg ke%entuan 2 (dua) aia‘i: bu%ﬁ mm:ma% _ e
i untuk kelancaran pemenksaan saksi maupun tersangka, sebamm;;’

" pemeriksaan . dilakukan, ~penyidik telah ‘mempersiapkan p@ﬁanyaamjj i
} 'g}eﬁanyaan sesuas éengaﬂ UNsUr-unsur dekck yang dspersangkakan

A2 Penye&esasaﬁ dan peﬂyerahan berkas pezkafa dlEaksanakan sebaga berakut L

A Penyidik menyelesaikan dan menyampaikan hasil penyidikannya disertai '~ .

oeperkas p@rkara kepada Penuntut Umum paling lama 14 {empat belas) hari =~
sejak menerima laporan dari Bawaslu, Panwas%u Provinsi dan Panwasihu
Kabupaten/Kota; '

b. dalam hal hasil penvidikan ternyata belum lengkap, dalam wakiu paling
lama 3 {tiga) hari, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada
Penyidik disertai petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi;

C. Penyidik dalam wakiu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan
berkas perkara, harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara
tersebut kepada Penuntut Umum.

Baglan Keempat
Pengawasan dan Pengsendaiian

Pasal 10

Pengawasan dan pengendalian penyidikan pelanggaran pidana Pemilu dilakukan mulai
dari penerimaan laporan, penyusunan rencana penyidikan, penyidikan, penindakan,
pemeriksaan sampai dengan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara ke Jaksa
Penuntut Umum.

Pasal 11
Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh:
a. Direkiur VKam & Trannas Bareskrim Polri, pada tingkat Mabas Polri;
. Dirreskrimum, pada tingkat Polda;
c. Kasatreskrim, pada tingkat Polres.

ADMINISTRASI ...
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Pasai ‘iE_

s '.-'_?eﬁyﬁﬂenggaraan atémgmsi{asu Sem{a Gakkwmﬁﬂ mempedsmam Pemnjuk Admmssimss,f s

Umum (Jukmmu) yaﬂg berﬁaiﬁu di §mg§<ungan iﬁS’i&ﬂSi masmg—masang
| %@@3 ?3
{1)  Penyelenggaraan adminisirasi penyidikan pelanggaran pidana Pemilu
dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan adminisirasi penvidikan tindak
pidana yang beriaku di lingkungan Polri.

{2)  Beniuk dan format administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayai (1),
tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BABY
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan
nenempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarla
pada tanggat 26 September 2008

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA

Tid.

REPUBLIK INDONESIA,

Drs. SUTANTC

JEMDERAL POLISI

Diundangkan di Jakaria
pada tanggal 13 Okdober 2008

MENTERI HUKUR DANM HaAM

REPUBLIK INDONESIA,

Tid.

ANDI MATTALATTA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 61



